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BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

bah v,,a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayal (1) 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang Pemerimahan 

Daerah sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 LenLang 

Perubah an Kedua Atas Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 

Lentang PemerinLahan D aerah, perlu menetapkan Peraluran 

Daerah Lenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 

Tahun Anggar a n 2020; 

1. Pasal 18 Ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 1950 Lenlang 

Pembenlukan Daerah-daer ah Kabupalen dalam Lin gkungan 

Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik [ndonesia 

Tahun 1950 Nomor 4 1) junclo Undang-U ndang Nomor 2 

Tahun 1965 tcnlang Perubaha n Balas Wilayah Kolaprajci 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan 

Nomor 2730); 

Lembaran Negara 

3 . Undang- Undang Nomor 28 

Republik 

Tahun 1999 

Indonesia 

Lent ancr t, 

Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi , Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. 

7. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 61 77); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerin tah N omor 71 Tahun 2010 ten tang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Pcrubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Pcrubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Santuan Sosial yang Sersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Selanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Norn or 15); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Serbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 277); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 1067); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, tcrakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor l); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) 

sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Dacrah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

201 7 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupatcn Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
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Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi ,..Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Ka bu paten Mojokerto Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 4); 

39. Peraturan Dacrah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor I); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2013 ten tang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Nomor 14); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupatcn Mojokerto {Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

43. Pera.turan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
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2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

dan 

BUPATI MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Mojokerto. 

4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Mojokerto. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
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12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Sadan. 

15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

16. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan De sen tralisasi. 

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau Jasa dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Sadan 

Usaha Milik Daerah, Sadan, Lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah di tetapkan perun tukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah. 

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

un tuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. 
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Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 terdiri atas : 
1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

Defisit 

Rp. 2.507.879.900.336,48 

Rp. 2.602.910.763.381,48 

( Rp. 95.030.863.045,00 

3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Rp. 95.176.627.045,00 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp. 145. 764.000,00 

Rp. 95.030.863.045,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

tahun Berkenaan Rp. 

Pasal 3 

0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 

terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp. 542.338.009.277,48 

Rp. 1.430.871.446.000,00 

Rp. 534.670.445.059,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a 

meliputi : 

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 334.200.000.000,00 

b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 47.798.915.045,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan Rp. 4.838.561.216,55 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah Rp. 155.500.533.015,93 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 74.193.815.000,00 

b. Dana Alokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus 

Rp. 1.018.130.257.000,00 

Rp. 338.547.374.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi : 

a. Pendapatan Hibah Rp. 

b. Dana Darurat Rp. 

C. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

dan Pemerin tah Daerah lainnya Rp. 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus Rp. 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 

f. Pendapatan lainnya Rp. 

74.077.000.000,00 

,00 

159.421.421.059,00 

63.003.669.000,00 

,00 

238.168.355.000,00 
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Pasal 4 

(1) Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri 

atas: 

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.559.105.667.431, 15 

b. Belanja Langsung Rp. 1.043.805.095.950,33 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. Belanja Pegawai Rp. 989.375.600.113,95 

b. Bclanja Bunga Rp. 0,00 

C. Bclanja Subsidi Rp. 0,00 

d. Belanja Hibah Rp. 105.111.532.357,00 

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.125.000.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil Rp. 42.577. 988.642,20 

g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 412.915.546.318,00 

h. Bclanja Tidak Tcrduga Rp. 4.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Belanja Pegawai Rp. 106.559. 715.298, 13 

b. Bclanja Barang dan Jasa Rp. 572.561.203.747,50 

C. Belanja Modal Rp. 364.684.176.904,70 

Pasal 5 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 

terdiri atas : 

a. Penerimaan Rp. 95. 176.627 .045,00 

b. Pengeluaran Rp. 145.764.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebclumnya 

b. Pencairan Dana Cadangan 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

d. Penerimaan Pinjaman 

c. Penerimaan Kembali Pcmberian 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

65.176.627.045,00 

30.000.000.000,00 

,00 

,00 

Pinjaman Rp. ,00 

g. Pcnerimaan Piutang Daerah Rp. ,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. Pem bentukan Dana Cadangan Rp. ,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

c. Pembayaran Pokok Utang 

d. Pem berian Pinjaman Daerah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

145. 764.000,00 

,00 

,00 
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Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

keadaan darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih 

realisasi pendapatan a tau selisih le bih realisasi 

penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berj alan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 
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(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu 

dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

( 1 O)Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban belanja keadaan darurat diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri 

atas: 

1. Lam piran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program 

dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan ; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan 

Pengurangan Aset lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
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dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran ini ; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampi ran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah. 

Pasal 8 

Bupali mcnelapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 scbagai landasan operasion a l pelaksanaan Anggaran 

Pcndapala n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku 

diundangkan. 

pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraluran Daerah ini dengan p enempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ;1.7- DeseO')Qu ~ 

Pit. BUPATI MOJOKERTO, 

PUNGKASIADI 

Diunda ngka n di Mojokcrlo 

pada tangga l ~t De-semb2-t- ~'?.!J 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 11 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 
PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR : 426-11/2019 


